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Kepolisian scbagai bagian intgral fung.si pemerintahan neglll8, temyata fung.si 
tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek rcfresif dalam 
lcaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek 
preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama 
administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan 
kepolisian yang bersifat administrasi dan buk.an kompetensi pengadilan. 

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan 
dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian 
oleb karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudab meloncat kepersoalan 
filsafat yang rumit. 

Akan tetapi menjelmanya suatu lapangan hulrum yang baru temyata tidak 
tergantung kepada teori yang menghalallcannya ataupun kepada pengakuan. 
Pembidangan bukum temyata ditentukan oleh kebutuban praktis olch k.arcna tuntutan 
kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pc:sat serta persoaJ.an.. 
pcrsoalan yang diaturpun semakin bertambah kompleks seh.ingga memcrlukan 
hukum yang cukup banyak. 

Salah satu fung.si kcpolisian adalah penegakan bukum, pedindungan dan 
pelayanan masyarak.at, serta pembimbingan masyarak.at dalam rangka terjaminnya 
tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya 
keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : apak.ah yang menjadi 
penyebab sehingga seorang anggota POLRI sampai melanggar kode etik profesi 
serta apakah pemberian sanksi yang diterapkan selama ini mampu meningkatkan 
disiplin di linglrungan anggota kepolisian. 

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terbadap basil penelitian maka 
didapatkan basil sebagai berikut :Peraturan disiplin anggota Kcpolisian Negara 
Republik Indonesia adalah serangakaian norma untuk mcmbina dan menegakkan 
disiplin serta memelihata tata tcrtib kehidupan anggota kcpolisian oegara Republik 
Indonesia. Dalam pelaksanaan disiplin di linglrungan Kepolisian Negara Rcpublik 
Indonesia, maka pelaksanaan penyelesaian atau tindakan disiplin yang diambil 
dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan bahwa 
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pelanggaran disiplin yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana tetapi 
merupalcan suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar ketcntuao organisasi 
kcpolisian itu sendiri. Tindakan disiplin yang diambil terhadap pelanggar disiplin di 
lingkungan kcpolisian dapat bcrupa tcguran lisan atau tindakan fisik. Sedangkao 
hukuman disiplin dapat bcrupa teguran tertulis, peoundaan mengikuti peodidikan 
paling lama l tahun, penuodaan kenaikan gaji berkaJa, peoundaan kenaibn pe.ngkat 
uotuk paling lama I tahun, mutasi yang bersifa1 demosi, pembebasao dari jabatan 
serta penempatan dalam khusus paling lama 21 hari. Pejabat yang berwenang 
meojatuhkan disiplin adalah atasan langsung, atasan tidak langsung dan anggota 
provos. Sedangkm pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah 
Ankum dan atau Atasan ankum. 
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